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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah
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penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta dapat
menyelesaikan laporannya tepat waktu.

Laporan PKL ini disusun berdasarkan apa yang telah Praktikan
lakukan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Ciracas (UPPD Ciracas yang
beralamat di Jalan Jambore Raya No. 3, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
dimulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Oktober 2016. PKL ini
merupakan salah syarat wajib yang harus ditempuh untuk mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi S1 Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selain untuk menuntas program studi
yang penulis tempuh, PKL ini ternyata banyak memberikan manfaat
kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang
tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah.

Dalam penyusunan laporan PKL ini penulis banyak mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan
rasa terima kasih kepada:

A. Allah SWT atas petunjuk dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada

Praktikan;

B. Nabi besar Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap

umatnya;



C. Kedua orangtua saya, Agus Wiyoto dan Aisyah serta keluarga yang
telah memberikan doa serta dukungan;

D. Nuramalia Hasanah, S.E, M.Si, Ph.D selaku Koordinator Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

E. Choirul Anwar, MBA, MAFIS, CPA selaku dosen pembimbing yang
telah membantu Praktikan dalam penyusunan laporan PKL ini;

F. Heri Pudji Trisilo, S.E, M.M selaku Kasubbag Tata Usaha UPPD
Ciracas atas arahannya selama Praktikan melaksanakan PKL,;

G. Pipih Sopiah, S.Sos selaku Kepala Seksi Pelayanan UPPD Ciracas
atas bimbingannya selama Praktikan melaksanakan PKL;

H. Teman-teman S1 Akuntansi Reguler A 2013 dan seluruh pihak yang
tidak dapat Praktikan sebutkan satu-persatu atas motivasinya yang
mendorong Praktikan dalam penulisan laporan PKL ini.

Seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu pula dalam
penulisan laporan PKL ini. Apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam
penulisan laporan PKL ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
yang membangun Praktikan untuk menjadi lebih baiki lagi. Akhir kata

semoga laporan PKL ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Perkembangan yang semakin pesat dewasa ini di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi, menuntut calon tenaga kerja untuk dapat mengembangkan pula
pengetahuan dan keterampilannya sebagai modal utama. Dengan bekal
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, calon tenaga kerja dapat
menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Serta lebih lanjut, bekal ini juga dapat meningkatkan kualitas diri calon tenaga
kerja dalam menghadapi masa persaingan global.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan membawa dampak yang besar di segala
bidang terutama pada perusahaan-perusahaan modern. Kemajuan inilah yang
menjadi faktor utama para pemilik perusahaan menaikkan kemampuan karyawan
mereka agar perusahaan bisa berkembang lebih baik. Dalam menjalankan
kegiatan operasional dan manajemen usahanya, suatu perusahaan tentunya
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan layak. Seperti sebuah
perbandingan yang lurus, semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki
perusahaan, maka semakin baik pula kinerja yang dilakukan perusahaan tersebut.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan tentu akan langsung
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam menghadapi hal-hal yang harus
dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, perguruan tinggi memiliki peran

penting agar mahasiswa dapat bersaing dalam dunia kerja yang sesungguhnya



karena pendidikan yang diberikan di bangku kuliah tidaklah cukup untuk
menghadapi persaingan kerja pada masa sekarang ini. Selain melihat kemampuan
akademis dan kemampuan komunikasi, perusahaan seringkali melihat pengalaman
kerja dari calon karyawannya.

PKL merupakan sarana untuk melatih, mengembangkan, dan menerapkan
ilmu akuntansi yang telah diperoleh sebelumnya oleh Praktikan di bangku
perkuliahan, selain itu dengan PKL pada perusahaan/instansi tertentu diharapkan
Praktikan dapat memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di
dunia kerja sekaligus dapat menambah pengalaman serta membuka cakrawala
yang lebih luas yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah.

Setelah melalui masa PKL, mahasiswa harus mampu mengembangkan
pengetahuannya baik dalam akademis maupun non akademis. Berbagai kejadian
yang dialami selama masa PKL akan mengasah pengetahuan dan pengalaman
mahasiswa dalam dunia kerja. Dengan berbagai masalah yang muncul selama
masa PKL yang harus dipecahkan sendiri oleh mahasiswa, dapat memicu
bertambahnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki mahasiswa tersebut.

Praktikan yang merupakan mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta berharap dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik di
perusahaan/instansi tertentu dan dengan mengikuti kegiatan PKL ini, Praktikan
dapat menyelesaikan tugas perkuliahan pada mata kuliah PKL, sebagai salah satu
syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas

Negeri Jakarta.



Tempat Praktikan melakukan PKL adalah di Unit Pelayanan Pajak Daerah
(UPPD) Ciracas. UPPD Ciracas memberikan pelayanan kepada wajib pajak orang
pribadi serta wajib pajak badan dalam lingkup pajak daerah. Dengan latar
belakang pendidikan Praktikan yaitu mahasiswa program studi Akuntansi,
Praktikan ditempatkan pada Satuan Pelaksana Pelayanan. Praktikan dilatih
kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan sebelum masuk ke dunia kerja
yang sesungguhnya, Pratikan berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan

wawasan kerja mengenai khususnya di bidang pajak daerah.

B. Maksud dan Tujuan PKL

1. Adapun maksud dari pelaksanaan PKL antara lain:

a. Mempelajari gambaran pekerjaan serta sistem kerja perpajakan daerah sesuai
dengan latar belakang pendidikan Praktikan sebagai mahasiswa Konsentrasi
Pajak S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ).

b. Menerapkan ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan daerah
yang telah Praktikan peroleh selama duduk di bangku perkuliahan,

c. Mengenalkan kepada mahasiswa mengenai arti dari sebuah kerjasama dan
tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang dalam dunia kerja, dalam hal
ini adalah UPPD Ciracas, tempat Praktikan menjalankan PKL.

d. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan syarat wajib kelulusan bagi
mahasiswa S1 Akuntansi untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi bagi

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ).



2. Adapun tujuan pelaksanaan PKL antara lain:

a. Mendapatkan gambaran nyata tentang dunia kerja, pengalaman kerja dan
informasi lainnya yang bermanfaat yang tidak dapat diperoleh di bangku
perkuliahan.

b. Mengembangkan kemampuan non akademis Praktikan ketika berada di dunia
kerja sehingga Praktikan memiliki kemampuan lebih untuk masuk ke dalam
dunia kerja setelah melalui jenjang perkuliahan.

c. Memperoleh pengetahuan dan wawasan kerja mengenai pekerjaan pada
bagian pajak, khususnya pajak daerah.

d. Mengembangkan kreatifitas kemandirian dan mental pada dunia/lapangan
pekerjaan guna membangun etos kerja yang baik.

e. Menambah hubungan yang baik dan referensi mengenai dunia/lapangan kerja
pada instansi/perusahaan sebelum memasuki dunia kerja sesungguhnya.

f. Melaksanakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yaitu
pengabdian kepada masyarakat.

g. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai masalah

yang dihadapi pada bidang pekerjaan tertentu.

C. Kegunaan PKL

Adapun kegunaan dan manfaat selama PKL bagi UPPD Ciracas antara lain:



1. Instansi dapat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang
ditargetkan.

2. Instansi dapat mengembangkan citra dan edukasi kepada Praktikan tentang
kegiatan unit.

3. Instansi dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam proses kegiatan instansi
secara lebih efisien.

Selain kegunaan bagi instansi, Praktikan juga memperoleh manfaat selama

PKL di UPPD Ciracas diantaranya sebagai berikut:

1. Pratikan mendapatkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan
disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.

2. Pratikan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pola
tingkah laku yang positif untuk menjadi seorang pekerja keras yang
profesional dan amanah.

3. Pratikan mengetahui lebih dalam tentang sistem perpajakan pemerintahan
khususnya pajak daerah.

4. Praktikan dapat meningkatkan kedisiplinan dan lebih menghargai waktu
dengan diwajibkan untuk datang tepat waktu dan bekerja secara tepat waktu,
sebagai bekal mempersiapkan diri untuk menjadi lulusan yang profesional
ketika bekerja nanti.

5. Praktikan mempelajari bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan di
sekitar tempat Praktikan melaksanakan PKL.

6. Praktikan menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan UPPD Ciracas.



7.

Praktikan terbantu dalam menemukan bahan-bahan yang akan dijadikan
sebagai laporan hasil PKL untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
Praktikan.

Program PKL ini juga memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta

pada umumnya dan bagi Fakultas Ekonomi pada khususnya, antara lain:

1.

Dapat mengetahui dan menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

Membantu menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di
lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya.
Menumbuhkan kerjasama saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-
pihak yang terlibat.

Memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk merasakan secara

langsung bagaimana keadaan dan lingkungan kerja yang sebenarnya.

D. Tempat PKL

UPPD Ciracas dipilih oleh Praktikan dengan pertimbangan bahwa Praktikan

telah memilih konsentrasi Pajak dengan tujuan agar mengetahui lebih dalam

megenai dunia kerja dalam bidang perpajakan, khususnhya perpajakan daerah.

Praktikan mendapat kesempatan melakukan PKL di UPPD Ciracas selama empat

puluh hari. Praktikan diberikan posisi pada Satuan Pelaksana Pelayanan.

Berikut merupakan informasi mengenai UPPD Ciracas yang menjadi tempat

Praktikan melaksanakan PKL:



Nama Instansi : UPPD Ciracas

Alamat Instansi . JI. Jambore Raya No. 3, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8730870

Email : uppd.ciracas@gmail.com

Website : https://uppdciracas.wordpress.com

Sektor : Pajak Daerah

Sub. Bagian : Satuan Pelaksana Pelayanan

UPPD Ciracas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak
dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya,
kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Rokok.
UPPD Ciracas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yakni Bapak Posman Sitorus

yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.

E. Jadwal dan Waktu PKL

Selama masa PKL yang Praktikan lakukan mengacu kepada pedoman
pelaksanaan PKL FE UNJ. PKL dilakukan oleh Praktikan selama dua bulan atau
empat puluh hari kerja yang dimulai dari Selasa, 9 Agustus 2016 sampai dengan
Jum’at, 21 Oktober 2016. Jam kerja Praktikan mengikuti aturan standar jam kerja
pegawai UPPD Ciracas yaitu dimulai pukul 07.30. Namun, untuk pulangnya
Praktikan pulang pukul 16.00 dan tidak mengikuti standar jam karyawan yang

pulang pukul 17.00. Praktikan mendapat jeda istirahat mulai pukul 12.00 sampai


mailto:uppd.ciracas@gmail.com
https://uppdciracas.wordpress.com/

dengan 13.00. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Praktikan dalam
melaksanakan kegiatan PKL antara lain:
1. Tahap Persiapan PKL

Pada tahap persiapan, hal pertama yang dilakukan oleh Praktikan adalah
mengurus surat permohonan pelaksanaan kegiatan PKL di Biro Administrasi
Akademi Kemahasiswaan (BAAK), permohonan surat tersebut dibuat untuk
diajukan ke tempat PKL yang diinginkan dan sebelumnya telah melalui
serangkaian tahapan mulai dari mengambil surat pendaftaran PKL di Gedung R,
meminta tanda tangan Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, dan terakhir
diserahkan ke gedung BAAK. Sebelumnya, Praktikan telah mempunyai beberapa
nama perusahaan yang diinginkan sebagai tempat PKL. Akhirnya, Praktikan
memilih salah satu instansi yang sesuai dengan minat dan konsentrasi yang akan
dipilih Praktikan, dalam hal ini Praktikan memilih Dinas Pelayanan Pajak Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (DPP DKI Jakarta) sebagai pilihan pertama untuk
dijadikan tempat PKL.

Setelah surat PKL selesai dibuat, Praktikan langsung mendatangi Kantor DPP
DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis No. 66 Gambir, Jakarta Pusat. Di sana
Praktikan menemui staf bagian kepegawaian, sebelumnya juga Praktikan telah
menelepon instansi tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya lowongan untuk
melakukan PKL. Setelah sampai disana, Praktikan langsung diarahkan untuk
penempatan di UPPD terdekat dengan tempat tinggal Praktikan yakni di UPPD
Ciracas. Tiga hari kerja kemudian, Praktikan diminta kembali ke Kantor DPP DKI

Jakarta untuk mengambil surat pengantar ke UPPD Ciracas. Hari itu juga



Praktikan langsung mendatangi UPPD Ciracas dan langsung dikenalkan pada
lingkungan kerja oleh Bapak Heri, selaku Kepala Sub bagian Tata Usaha UPPD

Ciracas.

2. Tahap Pelaksanaan PKL

Pelaksanaan PKL yang Praktikan lakukan sesuai dengan pedoman dari FE
UNJ bahwa PKL dilaksanaan dengan jangka waktu minimal 40 (empat puluh)
hari kerja atau kurang lebih selama dua bulan. terhitung mulai tanggal 9 Agustus
2016 sampai 21 Oktober 2016. PKL dilaksanakan setiap Hari Senin s.d Jum’at.
Pekerjaan dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB. Dengan waktu istirahat
pada pukul 12.00-13.00 WIB, kecuali pada hari jumat waktu istirahat dimulai

pukul 11.30-13.30 WIB.

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Penulisan laporan PKL sudah Praktikan lakukan sejak Praktikan melakukan
kegiatan PKL yakni pada Bulan Oktober 2016. Praktikan selalu menulis daftar
kegiatan harian dan mencatat poin-poin penting yang harus ada pada laporan
PKL. Hal ini dikarenakan Praktikan juga diminta membuat laporan kegiatan PKL
oleh DPP DKI Jakarta dan oleh UPPD Ciracas. Jadi laporan PKL ini sebenarnya
telah selesai Praktikan kerjakan saat Praktikan selesai kegiatan PKL di UPPD
Ciracas. Namun kemudian laporan tersebut Praktikan olah lagi dan sesuaikan

dengan pedoman penulisan laporan kegiatan PKL yang berlaku di FE UNJ.
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BAB |1
TINJAUAN TEMPAT UMUM PKL

A. Sejarah Instansi

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta nomor 29 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2011. Selanjutnya pada 24
Desember tahun 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali menerbitkan
Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, yang sampai sekarang ini
dijadikan landasan peraturan mengenai Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD).
UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014, UPPD
merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI
Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak daerah khususnya,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak
Reklame, Pajak Air Tanah (PAT) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Rokok bukanlah wewenang UPPD. UPPD
mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan yang di dalamnya berisi

beberapa Kelurahan. Berikut ini visi dan misi dari UPPD Ciracas:



11

Visi:

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah

Misi:

1.

2.

Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif

Menjamin  Kketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan
permasalahan hukum pajak daerah

Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak
daerah

Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan
daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas
Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah

B. Struktur Organisasi

Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap fungsionaris dapat

mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggungjawab dalam susunan organisasi

instansi, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih

terarah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPPD dikoordinasikan oleh

Dinas Pelayanan Pajak sesuai lingkup wilayah Kkerjanya. Susunan Struktur

Organisasi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) adalah sebagai berikut:
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Gambar 11.1 Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Sumber : http://dpp.jakarta.qo.id/
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Berdasarkan gambar struktur organisasi dari DPP DKI Jakarta pada Gambar
I1.1, posisi UPPD ada di paling bawah tertulis Unit Pelaksana Teknis yang sejajar
dengan Suku Dinas DKI Jakarta. Berikut ini Praktikan jabarkan dengan lebih

detail dalam Gambar 11.2 struktur organisasi dari UPPD Ciracas itu sendiri:

KEPALA
UNIT

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA BEMNDAHARA

KEPALA SATUAMN PELAKSAMNA KEPALA SATUAMN PELAKSANA
PENDATAAMN DAN PEMILAIAN PELAYAMNARN

Nl -

Gambar 11.2 Susunan Organisasi UPPD Ciracas.

Sumber: Data Diolah Oleh Praktikan dari Hasil wawancara dengan
Pak Heri selaku Kepala Subbag Tata Usaha
Berikut penjelasan mengenai tugas masing-masing dari struktur organisasi
yang telah Praktikan gambarkan sebelumnya:
1. Kepala Unit mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD
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mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana / seksi
dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

UPPD.

. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

menyusun dan melaksanakan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan
lingkup tugasnya;

mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rencana strategis UPPD;
melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD;

menyiapkan surat tugas pendataan, pemeriksaan dan pengawasan di wilayah
kerja UPPD;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
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melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara UPPD;
melaksanakan publikasi kegiatan UPPD;

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas UPPD;

menyiapkan bahan laporan UPPD yang terkait dengan tugas Subbagian Tata

Usaha; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian

Tata Usaha.

3. Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas:

a.

menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis, rencana Kkerja
anggaran, bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai dengan
lingkup tugasnya;

memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;
menerima. meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran dan
pelayanan perpajakan daerah;

menerima, meneliti, memvalidasi. merekam pelaporan dan pembayaran pajak
daerah;

melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak
daerah;

menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan

NOPD;
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menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat keterangan, surat
ketetapan, surat keputusan dan surat tagihan pajak daerah termasuk
salinannya;

menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah:

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang:

meneliti, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembebasan,
pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan, pengurangan
ketetapan pajak dan/atau sanksi administrasi pajak daerah; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah.

4. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah mempunyai

tugas:

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan pedoman, slandar dan prosedur leknis UPPD sesuai dengan
lingkup lugasnya;

melaksanakan penilaian objek pajak daerah;

melaksanakan pendataan dan pemuktahiran data subjek dan objek pajak

daerah termasuk data geografis/spasial:
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melaksanakan pengumpulan informasi data harga jual dan transaksi sebagai
bahan penilaian;

melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata/NJOP;

melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai
Tanah;

melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan
dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah;

melakukan penerbitan bidang reklame;

menyimpan dan mendokumentasikan dokumen pendataan dan penilaian pajak
daerah;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan

Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah.

C. Kegiatan Umum Instansi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPPD dikoordinasikan oleh Suku

Dinas  Pelayanan  Pajak sesuai  lingkup  wilayah  kerjanya.  Untuk

menyelenggarakan tugas, UPPD mempunyai fungsi:

1.

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan rencana strategis UPPD;
pengumpulan, pengolahan data dan informasi pajak daerah untuk penetapan

pajak daerah;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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penetapan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak sesuai
kewenangan;

pelaksanaan penagihan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak
sesuai kewenangan;

pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai kewenangan;

pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan
basis data dan informasi perpajakan daerah

pendataan dan penatausahaan termasuk registrasi wajib pajak daerah;
pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan;

pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah;

penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P) :

pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (PBB-P) dan BPHTB;

pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah sesuai kewenangan;
pengurangan dan penyelesaian keberatan pajak daerah sesuai kewenangan;
penyediaan dokumen perpajakan dalam rangka penyelesaian banding,
gugatan, sanggahan dan peninjauan kembali pajak daerah;

pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi UPPD; dan
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20. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD.
UPPD Ciracas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai

kewenangannya, yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2).

1. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah konsekuensi wajib pajak yang dikenakan kepada
individu atau badan usaha atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan pajak
reklame telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pajak
reklame diatur kembali oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang menunjukan posisi strategis dalam hal pendanaan
pembiayaan daerah. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap
barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/ atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak
reklame meliputi reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron atau sejenisnya;

reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan,
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termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame

film/ slide, reklame peragaan. Ada beberapa hal yang dikecualikan dan tidak

termasuk ke dalam wajib pajak reklame, yaitu:

a. Reklame yang diselenggarakan melalui media cetak, media elektronik dan
internet.

b. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah.

c. Reklame untuk nama tempat ibadah seperti masjid, gereja, serta panti asuhan.

d. Reklame untuk tanah yang terletak di tanah tersebut dengan ukuran tidak
lebih dari 1 m,

e. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Luar negeri

f. Merek produk atau label yang terdapat pada barang dagangan yang berfungsi
untuk membedakan dari produk sejenis di pasaran.

Subyek pajak reklame dikenakan kepada individu/pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame. Jika reklame itu diselenggarakan secara langsung
oleh pribadi atau badan maka wajib pajak reklame adalah badan atau orang
pribadi yang bersangkutan tersebut. Jika reklame diselenggarakan melalui pihak
ketiga, maka wajib pajak adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame
tersebut. Hal ini sangat penting diketahui untuk menghitung Nilai Sewa Reklame
(NSR) sebagai acuan untuk menetapkan tarif pajak.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Mengenai besaran atau jumlah
pajak reklame itu sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi tentang

besaran NSR tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran NSR sangat
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ditentukan oleh siapa penyelenggara reklame dan jenis reklame (produk atau non-

produk).

2. Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau

pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk

berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah
tangga. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah kegiatan di bawah ini:

a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah lainnya yang di atur dengan
peraturan daerah. Misalnya pengambilan air tanah dan atau air permukaan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan
pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian, dan sebagainya.
Subjek pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah yaitu orang

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT).

Besarnya NPAT ditetapakan dengan peraturan bupati/walikota. NPAT dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbankan sebagian atau seluruh

faktor-faktor berikut:
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a. Jenis sumber air

b. Lokasi sumber air

c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air

d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan

e. Kualitas air

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau

pemanfaatan air

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dalam UU No.
21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya
hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Setiap perolehan hak
atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam
bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli, jika perolehan
berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak
hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan
bangunan dikenakan BPHTB.

Sesuai bunyi pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB
adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun, perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan tersebut meliputi: Jual beli; Tukar-menukar; Hibah;
Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang;
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Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penggabungan usaha; Peleburan Usaha; Pemekaran Usaha; dan Hadiah.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31
Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan
Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di
daerah masing-masing. Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dialihkan menjadi
Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2),
sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih
tetap menjadi Pajak Pusat.

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan. Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

a. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
b. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
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Sementara itu objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek yang:

a.

b.

Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaran pemerintahan;
Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah
sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya
Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak.

Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal
balik.

Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi, dan/atau; memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;

memiliki bangunan, dan/atau; menguasai bangunan, dan/atau; memperoleh

manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas Bumi dan/atau memperolen manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan PBB

Perdesaan dan Perkotaan adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP
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ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan osetiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya

NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
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BAB Il
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Selama periode pelaksanaan PKL di UPPD Ciracas, Praktikan ditempatkan di

Satuan Pelaksana Pelayanan oleh Bapak Heri selaku Kepala Bagian Tata Usaha
dan juga merupakan penanggungjawab Praktikan selama PKL di UPPD Ciracas.
Praktikan ditempatkan di Satuan Pelaksana Pelayanan karena satu orang pegawai
UPPD Ciracas bagian pelayanan baru saja pensiun sehingga meja kerjanya kosong
dan bisa Praktikan tempati selama masa PKL

Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh Ibu Pipih, beliau yang sehari-hari
memberikan tugas dan membimbing Praktikan selama PKL di UPPD Ciracas ini.
Di bagian pelayanan ini, pekerjaannya lebih banyak tatap muka dengan wajib
pajak dan terpusat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi
Bangunan (SIMPBB). Di sini terdapat tiga petugas yang berhadapan langung
dengan wajib pajak yakni Ibu Pipih, Ibu Laela dan Mba Marisa. Selanjutnya Mba
Diana sebagai tenaga pembantu dimana pekerjaannya hampir sama dengan
Praktikan.

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama kurang lebih dua bulan yang
terlampir pada LOG Harian. Selama dua bulan tersebut, Praktikan melakukan
beberapa perkerjaan sebagai berikut:

1. Memeriksa dan Mencetak Catatan Pembayaran PBB-P2 dengan Aplikasi
SIMPBB

2. Memeriksa Informasi Rinci SPPT dengan SIMPBB
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3. Membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Wajib Pajak Baru

4. Membuat Laporan Hasil Penelitian Angsuran Pajak Air Tanah

5. Membuat Surat Edaran Tagihan PBB-P2

6. Memeriksa Catatan Pembayaran PBB-P2 setelah dikirimi Surat Edaran
Tagihan

7. Menginput Nomor Induk Kependudukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor
(NIK PKB) yang tambahan pekerjaan dari Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI

Jakarta

B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan melaksanakan PKL di UPPD Ciracas yang dimulai pada hari Selasa
tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016.
Setelah sebelumnya pada hari Senin, 7 Agustus 2016 Praktikan diperkenalkan
pada lingkungan kerja oleh Bapak Heri.

Di sini Praktikan diberikan fasilitas berupa satu set komputer serta printer dan
alat tulis kantor yang akan menunjang pekerjaan Praktikan. Praktikan juga
dipinjamkan akses untuk masuk ke aplikasi SIMPBB dengan menggunakan
username dan password milik Ibu Pipih dan Bapak Machroef karena pekerjaan
Praktikan terpusat pada aplikasi ini. Setelah Praktikan menerima username dan
password tersebut, Praktikan diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan
aplikasi SIMPBB oleh Mbak Diana yang duduk persis di sebelah meja Praktikan.

Dalam setiap pemberian tugas, Praktikan selalu dibimbing oleh Ibu Pipih dan

diberikan petunjuk oleh rekan-rekan kerja agar dapat mengerjakan dengan baik
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dan benar. Dalam pelaksanaan PKL ini, Praktikan juga diharuskan memiliki sifat
ketelitan dan tanggung jawab dalam melakukan semua pekerjaan. Berikut ini
penjelasan dari setiap tugas yang dilakukan Praktikan selama melaksanakan PKL

di UPPD Ciracas :

1. Memeriksa dan Mencetak Catatan Pembayaran PBB-P2 dengan aplikasi
SIMPBB

Praktikan akan diminta untuk memeriksa dan mencetak catatan pembayaran
PBB-P2 wajib pajak yang bersangkutan oleh petugas pelayanan untuk
memastikan apakah wajib pajak tersebut memiliki tunggakan serta sebagai
pertimbangan petugas untuk memberikan kesimpulan atas permohonan wajib
pajak tersebut. Kadang juga, jika wajib pajak yang bersangkutan memiliki
tunggakan yang sangat besar, Praktikan diminta mencetak rangkap dua catatan
pembayaran tersebut dan mengarsipkannya, untuk nantinya dikirimkan surat
teguran oleh UPPD Ciracas. Hal itu yang harus Praktikan lakukan ketika wajib
pajak datang ke UPPD untuk keperluan yang berhubungan dengan PBB-P2,
seperti  konsultasi, mengajukan permohonan pembebasan, pengurangan,
pembetulan, keberatan, pembatalan ataupun penghapusan PBB-P2.

Berikut ini langkah-langkah praktikan dalam memeriksa cacatan pembayaran
PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi SIMPBB setelah sebelumnya diberikan
Nomor Objek Pajak (NOP) dan nama pemilik NOP oleh petugas:

a. Buka aplikasi SIMPBB dengan Internet Eksplorer.
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b. Masukkan username dan password pada kolom log-in lalu tekan tombol enter
maka akan terlihat beranda SIMPBB seperti pada Gambar I11.1

c. Pilih bagian “Lihat” pada menu bar, lalu “Data Objek Pajak” kemudian klik
“Catatan Pembayaran PBB”. Langkah ini dapat dilihat pada lampiran 8.

d. Lalu akan muncul kolom kosong seperti yang terdapat pada lampiran 9 yakni,
diantaranya kolom NOP, Nama Wajib Pajak, Jalan Objek Pajak, Jalan Wajib
Pajak, Blok Kav No, Tahun, PBB, Jatuh Tempo, Jumlah Bayar, Ke, Tanggal
Bayar, Perekam dan Bank.

e. Masukkan NOP yang diminta oleh petugas, lalu klik enter. Maka otomatis
semua kolom akan terisi dengan data-data dari pemilik NOP tersebut.

f. Pastikan “Nama Wajib Pajak” yang tertera pada aplikasi sesuai dengan yang
diberikan oleh petugas. Karena jika salah satu angka saja, akan
mengakibatkan data yang keluar adalah milik wajib pajak lain.

g. Pada lampiran 10, merupakan contoh wajib pajak yang tidak memiliki
tunggakan.

h. Selanjutnya jika di klik “Cetak Kurang Bayar” pada bagian paling bawah
aplikasi, maka laman yang muncul akan kosong. Tetapi jika di klik “Cetak
Pembayaran” dan menekan tombol ctrl+p, maka laman yang muncul dan
tercetak adalah seperti pada lampiran 14.

Jika pada poin g yang muncul adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan
dan selanjutnya di klik “Cetak Kurang Bayar” serta menekan ctrl+p, maka yang
akan terlihat adalah seperti pada lampiran 14, namun hanya bagian tunggakannya

saja, bagian yang telah lunas tidak akan serta tercetak.
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Setelah itu praktikan berikan catatan pembayaran tersebut ke petugas yang

meminta untuk ditindaklanjuti.

| PEMERINTAH PROVINSI DK JAKARTA
BADAN PAJAK & RE TRIBUSI DAERAN
UPPRD CIRACAS |

User: MACHROEF EVENDY, S Sos

Verss 2004031

Gambar I11.1 Tampilan Beranda SIMPBB.

2. Memeriksa informasi rinci SPPT dengan SIMPBB

Praktikan melakukan pemeriksaan informasi rinci SPPT dengan SIMPBB
jika terdapat permintaan dari notaris. Meja kerja praktikan terdapat di dekat
telefon UPPD Ciracas, jika Mba Diana selaku pelaksana satuan pelaksana
pelayanan yang bertugas mengangkat telefon sedang tidak ada, maka
Praktikanlah yang akan menjawab telepon jika berdering. Biasanya yang
menelefon adalah wajib pajak yang menanyakan keberlanjutan berkasnya atau
notaris yang ingin menanyakan informasi rinci SPPT Kliennya. Jika yang
menelefon adalah notaris yang ingin menanyakan informasi rinci SPPT kliennya,

maka Praktikan akan langsung membuka aplikasi SIMPBB.
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Berikut ini langkah-langkah untuk mencetak informasi rinci SPPT dengan

SIMPBB setelah Praktikan diberikan NOP dan Nama Wajib Pajak serta Tahun

SPPT yang ingin diketahui oleh notaris:

a.

b.

Buka aplikasi SIMPBB dengan Internet Eksplorer

Masukkan username dan password pada kolom log-in lalu tekan enter.
Setelah itu, pilih di bagian “Penetapan” pada menu bar, lalu klik “Informasi
SPPT” dan “Informasi rinci SPPT”. (Lampiran 11)

Masukkan NOP dan Tahun Pajak yang diminta oleh notaris lalu tekan tombol
enter.

Jika sudah, maka informasi rinci SPPT wajib pajak tersebut seperti pada
lampiran 12 akan terlihat.

Setelah Praktikan memastikan Nama Wajib Pajak dan NOP sesuai dengan
yang diberikan notaris, notaris akan meminta diinformasikan Luas Bumi dan
Bangunan, Jumlah NJOP Bumi dan Bangunan serta Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran kliennya dan Praktikan akan memberikan informasi tersebut
sesua dengan yang tertera pada aplikasi.

Setelah menerima informasi yang mereka butuhkan, notaris akan

mengucapkan terimakasih dan menutup telefon. Informasi tersebut digunakan

notaris untuk mengetahui status pajak dari kliennya.

3.

Membuat Laporan Hasil Penelitian Permohonan Wajib Pajak Baru

LHP ini adalah LHP Permohonan Wajib Pajak Baru berupa restoran.

Praktikan hanya perlu menginput dan mengecek kelengkapan data pemohon lalu
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membuatkan surat Permohonan Wajib Pajak Baru untuk kemudian di kirim ke

pusat untuk pengesahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Praktikan diberikan dokumen dalam satu map yang berisikan data-data WP
yang mengajukan Permohonan Wajib Pajak Baru. (Lampiran 15). Data-data
tersebut antara lain adalah formulir pengajuan Permohonan Wajib Pajak Baru
(Lampiran 16) yang telah diisi oleh WP, Fotokopi KTP pemilik, Akta
Pendirian Perusahaan, surat pengantar dari notaris, Fotocopy Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Fotokopi Izin Usaha Tetap Pariwisata, dan Fotokopi
Surat Keterangan Domisili.

b. Setelah memastikan kelengkapan dokumen calon WP, Praktikan membuatkan
surat pengantar dimana surat pengantar itu telah memiliki template tertentu,
jadi Praktikan hanya memasukkan data-data yang diperlukan untuk surat
tersebut.

c. Terakhir, Praktikan mencetak surat tersebut dan meletakkannya bersamaan
dengan lampiran-lampiran tadi. (Lampiran 17).

Untuk selanjutnya berkas tadi dikumpulkan dengan berkas-berkas sejenis
lalu dimasukkan ke dalam kardus dan akan diantarkan ke Suku Dinas DKI
Jakarta. Calon Wajib Pajak yang bersangkutan diminta untuk menelefon ke
UPPD Ciracas beberapa hari setelah menyerahkan berkas untuk kemudian
petugas akan memeriksa apakah permohonannya telah selesai atau belum. Jika
sudah, maka wajib pajak bisa langsung datang ke UPPD Ciracas untuk

mengambil berkasnya dan informasi lebih lanjut.
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4. Membuat Laporan Hasil Penelitian Angsuran Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah yang sangat besar kadang membuat perusahaan
mengajukan pembayaran secara angsuran. Dalam kasus yang diberikan pada

Praktikan, besarnya pajak yang ditagihkan adalah karena denda kelebihan debit,

dimana pemakaian air tanah perusahaan tersebut melebihi batas yang telah

ditentukan sehingga UPPD mengenakan denda yang cukup besar. Yang

Praktikan lakukan disini adalah menghitung tunggakan pajak air tanah

perusahaan tersebut, menghitung angsurannya dan menyimpulkan diterima atau

tidaknya permohonan angsuran tersebut, dengan instruksi dari lbu Pipih.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Praktikan diberikan dokumen dalam satu map yang berisikan data-data
perusahaan, laporan debit air berdasarkan catatan wajib pajak, dan laporan
debit air berdasarkan catatan petugas.

b. Berdasarkan tagihan yang tertera dalam berkas, Praktikan menghitung
angsuran selama 12 bulan di microsoft excel sesuai permohonan wajib pajak
dan menghitung angsuran yang disetujui oleh Ibu Pipih yakni 6 bulan.

c. Membuat LHP yang telah memiliki template tertentu, jadi Praktikan hanya
memasukan data-data yang diperlukan seperti Nama Wajib Pajak, No. Vak
dan Alamat Objek Pajak serta perhitungan angsuran yang telah Praktikan
lakukan sebelumnya.

d. Setelah selesai, Praktikan mencetak LHP tersebut. Lalu meletakkannya

dibagian paling atas bersamaan dengan map yang diberikan sebelumnya.
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Sayangnya Praktikan tidak dipernankan untuk melampirkan hasil dari
pekerjaan ini, dikarenakan informasi yang merupakan rahasia perusahaan yang
bersangkutan.

Selanjutnya, berkas tadi dikumpulkan dengan berkas-berkas sejenis lalu
dimasukkan ke dalam kardus kemudian akan diantarkan ke Suku Dinas DKI
Jakarta. Calon Wajib Pajak yang bersangkutan diminta untuk menelefon ke UPPD
Ciracas beberapa hari setelah menyerahkan berkas untuk kemudian petugas akan
memeriksa apakah permohonannya telah selesai atau belum. Jika sudah, maka
wajib pajak bisa langsung datang ke UPPD Ciracas untuk mengambil berkasnya

dan informasi lebih lanjut.

5. Membuat Surat Edaran Tagihan PBB-P2

Kesadaran membayar PBB-P2 masyarakat masih bisa dibilang kecil.
Membuat surat edaran tagihan PBB-P2 merupakan salah satu cara UPPD
Ciracas untuk mengingkatkan kesadaran membayar pajak masyarakat. Surat
edaran dilayangkan tiga kali, jika Wajib Pajak tidak juga membayar sampai
jatuh tempo yang ditentukan, maka UPPD Ciracas akan memasang plang yang
bertuliskan “Tanah dan Bangunan ini Belum/Tidak Melunasi PBB-P2” di objek
pajak yang bersangkutan.

Berikut ini langkah-langkah yang Praktikan lakukan dalam Membuat Surat
Edaran Tagihan PBB-P2 :
a. Praktikan diberikan daftar terbaru wajib pajak yang menunggak pembayaran

PBB-P2 oleh bagian IT UPPD Ciracas.
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b. Praktikan membuatkan surat edaran tagihan PBB-P2 dimana surat itu telah
memiliki template tertentu, jadi Praktikan hanya memasukkan data-data
yang diperlukan untuk surat tersebut seperti nama, alamat, NOP dan jumlah
tagihan seperti yang terlampir pada lampiran 18. Kemudian surat tersebut
Praktikan cetak.

c. Selanjutnya Praktikan memeriksa dan juga mencetak catatan pembayaran
wajib pajak yang bersangkutan sebagai bukti kalau wajib pajak yang
bersangkutan belum membayar kewajibannya. Cara memeriksa dan
mencetak catatan pembayaran telah Praktikan jabarkan di poin 1
pelaksanaan pekerjaan.

d. Terakhir, Praktikan memasukkan surat edaran tagihan PBB-P2 bersamaan
dengan catatan pembayaran PBB-P2 ke dalam amplop seperti pada Gambar
[11.2 di bawah ini.

e. Surat-surat tersebut akan di kelompokkan berdasarkan Kelurahan kemudian
didistribusikan ke wajib pajak yang bersangkutan oleh karyawan UPPD

Ciracas.

Gambar 111.2 Amplop untuk Surat Tagihan PBB-P2.
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6. Memeriksa Catatan Pembayaran PBB-P2 setelah dikirimi Surat Edaran

Tagihan

Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah akhir Agustus lalu. Setelah

dikirimi surat teguran, Praktikan memeriksa apakah wajib pajak yang

bersangkutan telah membayar tunggakan atau belum. Pemeriksaan ini harus

dilakukan karena wajib pajak tidak diharuskan melapor ke UPPD Ciracas setelah

melunasi tagihannya tersebut. Jadi, Praktikan harus memeriksa secara manual.

Langkah-langkah dalam memeriksa catatan pembayaran PBB-P2 dengan

aplikasi SIMPBB adalah sebagai berikut:

a.

b.

Buka aplikasi SIMPBB dengan Internet Eksplorer

Masukkan username dan password pada kolom log-in lalu tekan tombol
enter

Pilih bagian ”Lihat” pada menu bar, lalu “Data Objek Pajak” kemudian klik
“Catatan Pembayaran PBB”

Lalu akan muncul kolom kosong seperti yang terdapat pada lampiran 9
yakni, diantaranya kolom NOP, Nama Wajib Pajak, Jalan Objek Pajak,
Jalan Wajib Pajak, Blok Kav No, Tahun, PBB, Jatuh Tempo, Jumlah Bayar,
Ke, Tanggal Bayar, Perekam dan Bank.

Masukkan NOP yang berasal dari pekerjaan pada poin sebelumnya, lalu klik
enter. Maka otomatis semua kolom akan terisi dengan data-data dari pemilik

NOP tersebut.
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f. Pastikan Nama Wajib Pajak yang tertera pada aplikasi sesuai dengan yang
diberikan oleh petugas. Karena jika salah satu angka saja, akan
mengakibatkan data yang keluar adalah milik wajib pajak lain.

g. Setelah itu akan terlihat apakah wajib pajak tersebut telah melunasi
tunggakannya atau belum. Jika sudah, maka nama wajib pajak tersebut pada
lembar rekapitulasi para wajib pajak yang telah dikirimi surat teguran akan
ditandai dengan bold. Jika wajib pajak belum juga membayar kewajibannya
setelah dikirimkan surat tagihan, maka wajib pajak tersebut akan masuk
daftar untuk dikirimi surat tagihan yang selanjutnya.

h. Begitu terus sampai tiga kali. Setelah tiga kali di kirimkan surat tagihan
dan tidak membayar juga, maka petugas akan mendatangi objek pajak dan

memasang plang seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 111.3 Pemasangan plang/stiker oleh petugas.

Sumber : Poskota 2017
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7. Menginput Nomor Induk Kependudukan untuk Pajak Kendaraan
Bermotor (NIK PKB)

Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah namun bukan wewenang
UPPD. Input NIK PKB ini adalah tugas tambahan dari DPP DKI Jakarta yang
diberikan kepada seluruh kantor pajak, dari mulai DPP, Suku Dinas (Sudin),
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) hingga UPPD. Dalam tugas
ini, UPPD Ciracas diberikan sekitar 15.000 Nomor Polisi Kendaraan Bermotor,
dimana kemudian setiap orang diberikan kurang lebih 3000 data. Kemudian
nomor polisi kendaraan bermotor (nomor plat) tersebut satu-persatu di input ke
sistem lalu dicocokan dengan NIK dan alamat rumah WP. Tugas ini harus
dikerjakan di luar jam kerja dan diberikan deadline sampai dengan akhir bulan
September. Maka dari itu, untuk dapat menyelesaikan tugas ini, UPPD Ciracas
memberlakukan lembur, yakni hingga pukul 19.00 setiap harinya dan ditambah
dengan masuk hari Sabtu.

Langkah-langkah menginput NIK PKB sebagai berikut:

a. Log-in aplikasi NIK PKB dengan username dan password.

b. Setelah log-in, pilih pada bagian “Pendataan NIK PKB". Tampilan
beranda aplikasi NIK PKB dapat dilihat pada lampiran 19.

c. Buka microsoft excel yang berisikan daftar nomor polisi, nama pemilik
kendaraan bermotor dan alamat pemilik kendaraan bermotor.

d. Setelah itu masukkan Nomor polisi di bagian data PKB dengan copy paste

dari microsoft excel tadi.
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e. Selanjutnya informasi mengenai PKB akan muncul, lalu lakukan filter
nama sesuai dengan data yang muncul lalu klik “cari NIK”.

f. Selanjutnya akan muncul beberapa data NIK yang digunakan di PKB,
selanjutnya pilih yang sesuai dan klik “Simpan”. Apabila tidak ada data
NIK yang sesuai dengan PKB maka klik ’tidak ditemukan”.

Pekerjaan ini bertujuan untuk mencatat NIK yang digunakan untuk pajak
kendaraan bermotor. Maksud dari pekerjaan ini adalah pada nantinya data yang
di-input dapat terkoneksi dengan instansi-instansi terkait sehingga masyarakat
yang ingin membayar pajak nantinya tidak perlu mengantri di samsat lagi
namun cukup mengurusnya via internet dan melakukan pembayaran secara on

line.

C. Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan PKL di UPPD Ciracas, kendala yang dihadapi Praktikan

adalah sebagai berikut:

1. Karena semua dokumen yang harus Praktikan input dalam bentuk fisik yaitu,
hasil foto kopi, scan dan karbonis, maka tak jarang data di dokumen tersebut
tidak terbaca dengan jelas, sehingga membuat pemeriksaan dokumen tidak
dapat berjalan sempurna.

2. Pada awal mula kegiatan PKL, Praktikan mengalami kesulitan dalam
mengoperasikan aplikasi SIMPBB yang dimiliki oleh instansi, dikarenakan
Praktikan belum memahami aplikasi tersebut yang merupakan hal baru bagi

Praktikan.
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D. Cara Mengatasi Kendala
Kendala yang Praktikan alami selama melaksanakan PKL di UPPD Ciracas
tidak menjadi suatu hambatan yang signifikan bagi Praktikan dalam
melaksanakan tugas. Hal tersebut justru menjadi motivasi bagi Praktikan untuk
selalu bekerja lebih baik dan lebih optimal lagi. Untuk menghadapi kendala-
kendala yang telah disebutkan di atas, Praktikan berusaha untuk mengatasi
kendala tersebut dengan cara:
1. Sebelum dokumen diterima, periksa terlebih dahulu apakah dokumen tersebut
dalam keadaan baik yakni dapat terbaca dengan mudah.
2. Mengulang-ulang proses pengoprasian SIMPBB dan banyak bertanya kepada
pemimbing maupun karyawan instansi lainnya mengenai SIMPBB yang
digunakan oleh UPPD Ciracas, sehingga Praktikan bisa lebih menguasai

SIMPBB tersebut.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Salah satu program yang sangat membantu bagi mahasiswa di tingkat
perguruan tinggi dalam mencetak lulusan mahasiwa yang terampil serta
berkualitas yaitu dengan melaksanakan program PKL. Pelaksanaan program
PKL selama kurang lebih tiga bulan ini merupakan gambaran secara nyata
mengenai dunia kerja yang nantinya akan dihadapi oleh para mahasiswa. Selain
itu dengan adanya program PKL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk
mengaplikasikan semua teori dan ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan
dan diterapkan dalam lingkungan kerja.

Dengan demikian, Praktikan dituntut untuk dapat bersikap tanggungjawab,
disiplin, tepat waktu, selalu aktif dan responsif dalam menjalankan semua tugas
yang diberikan. Setelah melakukan PKL, maka Praktikan dapat menguraikan
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat belajar secara langsung di lapangan pekerjaan mengenai
proses bidang kerja bagian pajak di tempat Praktikan melaksanakan PKL,
UPPD Ciracas.

2. Praktikan memperolen gambaran secara nyata dari lingkungan kerja
sehingga Praktikan merasa harus lebih melatih keterampilan serta mengasah

kemampuan baik di bidang akademik maupun kedisiplinan.
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Dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan PKL, Praktikan belajar untuk
lebih bertanggung jawab, bekerja dengan teliti dan tepat waktu, serta disiplin
dalam melaksanakan pekerjaan.

Praktikan sedikit banyak mengerti dan memahami mengenai pajak daerah
khususnya PBB-P2 dan PAT.

Praktikan mengetahui apa saja proses yang harus dilakukan petugas Satuan
Pelaksana Pelayanan UPPD Ciracas terkait permohonan wajip pajak.
Meskipun terdapat beberapa kendala dalam PKL, Praktikan tetap dapat
mengatasinya hingga proses PKL berjalan lancar hingga selesai.

. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Praktikan memberikan saran:

Bagi Mahasiswa Lain yang Ingin PKL

Agar mempersiapkan diri lebih awal untuk kegiatan PKL dengan
menghubungi atau melakukan survei ke kantor/instansi yang dapat diajukan
sebagai tempat pelaksanaan PKL jauh hari, agar calon Praktikan nantinya
mendapatkan tempat PKL yang sesuai dan tidak panik pada saat mendekati
waktu pelaksanaan PKL.

Mencari informasi dan belajar dari pengalaman-pengalaman dan kesulitan
yang pernah dihadapi senior sebelumnya yang sudah melaksanakan PKL
agar mendapat gambaran bagaimana Praktikan harus bertindak ketika
melaksanakan PKL.

Praktikan diharapkan aktif untuk mencari informasi kepada senior ataupun

teman yang terlebih dahulu telah melaksanakan PKL terkait hal-hal apa saja
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yang diperlukan dalam pembutan laporan PKL.

d. Agar dapat menyesuaikan diri dalam memahami dinamika dan kondisi nyata
dunia kerja pada saat melaksanakan kegiatan PKL, karena dalam
pelaksanaan kerja berbeda dengan bangku kuliah, dimana saat kuliah
mahasiswa/i menunggu diajarkan dosen, sedangkan pada dunia kerja setiap
orang dituntut untuk mandiri dan aktif dalam mengatasi masalahnya sendiri.

2. Bagi FE UNJ

a. Agar dapat mengambil pengalaman dari pelaksanaan kegiatan PKL
mahasiswa/i sebagai bahan referensi dalam perbaikan dan peningkatan
kualitas pengajaran mata kuliah.

b. Untuk memberikan lebih banyak bimbingan kepada para mahasiswa yang
akan melaksanakan kegiatan PKL.

3. Bagi UPPD Ciracas

a. Agar memberikan calon Praktikan lebih banyak kesempatan khususnya
kepada mahasiswa FE UNJ untuk melakukan kegiatan PKL di UPPD
Ciracas.

b. Lebih meningkatkan Kkedisiplinan bagi pegawai meskipun tingkat

kedisiplinan pegawai sudah tinggi dan baik.
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Lampiran 1

Surat Permohonan Izin PKL
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Lampiran 2

Surat Pemberitahuan PKL dari DPP DKI Jakarta
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Lampiran 3

Surat Konfirmasi PKL
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Lampiran 4

Penilaian PKL
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Lampiran 5

Daftar Hadir PKL
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Daftar Hadir PKL
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Daftar Hadir PKL
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Lampiran 6

Log Harian PKL
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Log Harian PKL
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Log Harian PKL
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Log Harian PKL
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Lampiran 7

Kartu Konsultasi Bimbingan PKL
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Lampiran 8
Menu untuk Memeriksa Catatan Pembayaran PBB-P2 dengan SIMPBB

Qmwom/a,.m

Tabel » LSPOP
Emﬂananﬂ’mmmm L g::: :POP
Kinerja Organisas; * Daar O:&
D P e B:'a'n Keringanan Permanen
Sejarah Objex Pajak * Dattar Objek mem
Womor Pelayanan tat, P
NOP Terbesar
Catatan Se,
Perubahan Nop Daftar Rm‘:,«:':m oP
Dafar op ¥ang Telah Dihapus
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Lampiran 9

Input NOP untuk Memeriksa Catatan Pembayaran PBB-P2

78 Lihat Status Pembayaran
Nop |

Nama Wajb Pajak
Jalan Objek Pajak Blok Kav No
Jalan Wajb Pajak Blok Kav No

Tahun P88 Jatuh Tmp  JmiBayar ke TglBayar Perekam .

Listof Valu..

R’ecolu n
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Lampiran 10

kan
Catatan Pembayaran PBB-P2 Tanpa Tungga

tat ran

NP 1) 2 o) {002) 678) frao67.

Tekan Alt-N untuk ganti nop
Noma Wa ek iy CHRISTNA DaMAY ANT)
M

Blok Kav No
\...*,‘*.,\,,‘,. —— —
UL NURUL YaQe

SokKevio [
Jmi Bayar ke TgI Bayar Perekam Bank

3 . 200237 ( 270172017 [ 1234567 123456785 [BANK OKi W

0108 122456788 = ——— ]

(270120171 123456789123456789  |[mANK o

; 1234678912345 789

33278 (1)

[ 270172017 [
o[ 31082015 [ oot

N E———
0 [ 31082017 [

Cetak Kurang Bayar
——

Cetak Pembayaran Menu Utama
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Lampiran 11

Menu untuk Mencetak Informasi Rinci SPPT dengan SIMPBB

Eile Pendataan Pepilaian LCUEETENY Penagihan Pembayar

an Pelayanan Lihat Referens,

38 Menu Utama

PE penetapan aan Pencetakan Terseleks

Laporan Distribusi OP »

KP Terhadap SPOP
st Rincl SKP Kurang Bayar
Qaftar PBE Lebih atau Kurang Bayar

Laporan Himpunan Ketetapan PEB / NJOP
Tanda Terima SPPT/SKP/STP

User: MACHROEF EVENDY, S.Sos

Versi. 2014.03.1




62

Lampiran 12

Informasi Rinci SPPT

72 1 011 W00z |{o%e ) voco [0} Tohun Pk [ 2015 |
+ [MERRY CHRISTMA DAMAYANT)
e DOMAVAND

PF

Nop

Letak Objek Pajak :

—

1L NURUL YAQN

RIRW . [ 014 [og Pacet: 'JL NURUL YA
. Luas m2)

Bumi g5

Bangunan

Bumi*

Bangunan *

Jumiah NJOP Bumi

Jumiah NJOP Bangunan

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pes

BTKP / NJOPTKP

Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang

Faktor Pengurang

Pajak Bum dan Bangunan Yang Harus Dibayar

Denda Yang Telah Dibayar

Pajak Bumi dan Bangunan Yang Telsh Dibayar

Selsih

Tanggal Jatuh Tempo/Tempat Pembayaran

31 AGUSTUS - 2016

Tanggal Terbt '05.40UG.2015 Tanggal Cetak 105.4UG.2016  NIP Pencetak 196008301982031001 Menu Utama J

A\ \

{Kade Propins) atau Tekan [F9) untuk pilhan
SR ) .| Ustofvalu, |




Lampiran 13

Informasi Rinci SPPT Setelah Dicetak
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Lampiran 14

Catatan Pembayaran PBB-P2 dengan Tunggakan Setelah Dicetak
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Catatan Pembayaran PBB-P2 dengan Tunggakan Setelah Dicetak
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Lampiran 15

Formulir Permohonan WP Baru Setelah Dicetak

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA DKI JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJ)
UNIT nuwmm PAJAK DAERAH UPPD CIRACAS
JL. KP. JATI RT. 06/03
Telepon B400763 Faksimile 8400763
JAKARTA TIMUR

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK
UBPD CIRACAS
JL. KP. JATI RT. 06/03

1. NOMOR PELAYANAN : 2016.0013.057.0
2. TANGGAL PELAYANAN : 14-06-2016
3. TGL. SELESAT (Perkiraan) : 14-07-2016
JENIS PELAYANAN . PENDAFTARAN DATA BARU
. 31.72.011.002.018.1000 0
A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN
6. NAMA PEMOHON . Berman Parluhutan
ALAMAT PEMOHON : Jl. Nurul Yagin No.18
7. LETAK OBJEK PAJAK : Jl. Nurul Yagin No.18
KELURAHAN : Kelapa Dua Wetan
KECAMATAN : Ciracas
8. KETERANGAN . DATA BARU AN. BERMAN PARLUHUTAN LT/LB. 98/90
B. PENERIMAAN BERKAS
9. DOKUMEN DILAMPIRKAN :
% 1. Pengajuan Permohonan 6. Foto Copy IMB 11.Foto Copy SK Perigurang
2. Surat Kuasa % 7. Foto Copy Ak. Jual Beli/Hibah 12.Foto Copy SK Keberatan
x 3. Foto Copy KTP 8. Foto Copy SK Pensiun 13.Foto Copy SKKPP PEB
X 4. Foto Copy Sertifikat Tanah X 9. Foto Copy SPPT/STTS 14.Foto Copy SPMKP PBB
5. Asli SPPT 10.Asli STTS x 15.Lain-lain
10.CATATAN
MOHON DISEGERAKAN KRN UTK PROSES BPHTB
PETUGAS PENERIMA BERKAS : Asna Laela NIP : 196507251993032005
------- Gunting Disini
11, NOP : 31.72.011.002.018.1000-0 12. NOMOR PELAYANAN 1 2016.0013.057
13. TANGGAL PELAYANAN : 14-06-2016

0PED CIRACAS 14. TGL. SELESAI (Perkiraan): 14-07-2016"

JL. KP. JATI RT. 06/03

15. PET! PENERIMA BERKAS
TANDA PENDAFTARAN Asna L a
PELAYANAN NIP : 196507251993032005

16. URUSAN : PENDAETARAN DATA BARU

17. CATATAN : MOHON DISEGERAKAN




Lampiran 16

Formulir Pengajuan Wajib Pajak Baru

/_
| PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
A DINAS PELAYANAN PAJAK
— SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
5 PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

<<<<<< JAK

5] [ B i L
9 RT 10 RW.
EEE AR R RmEr | DEE

| 5

6 NAMA JALAN
A E e EEEEEEE

8 KELURAHAN
FEEEEEEEE RS

11 KECAMATAN
Y O D Y

C. DATA SUBJEK PAJAK

12 STATUS O 1 ems [0 zrewem [ spegeon [ 4 romsai O 5 sonpme |
1w peeraw ] 1ewsy [0 2mwowrn [ 3 pensunans) [ st 0O staemn ;
4. NAMA SUBJEK PAJAK 15 NPWP. ‘V“:‘
I||l|||l|||||l|||llll||ll_l_|l||||||||||||lJJ'
15 NAMA JALAN 17. BLOK | KAV | NOMOR 3 1"
DO ENEEE S EEEORREEE [ 1|
18 KELURAHAN 20 RW

19.RT
5 W 1 (2

B ESERSEEEE
21. KECAMATAN
R CEEEDEREEE

T i 8 2 5 T

AR
e

22 KOTA / KAB - KODE POS

SRS NSNS
23 NPWPD 24. Nomor Telopon | HP-
S T )

Emal
= o T T .
st e RED LT
29 JENIS TANAM D 1. Tanah + Bangunan Dl 9 b D‘- Do.n..u...

[J s ranan peracan

o g per
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Lampiran 17

LHP Permohonan WP Baru
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LHP Permohonan WP Baru




Lampiran 18

Surat Edaran Tagihan PBB-P2

Berdasarkan catatan basis data PBB-P2 di UPPD Ciracas, hingga saat ini
Saudara masih memiliki tunggakan PBB-P2, dengan data objek pajak (sesuai SPPT PBB-
P2) sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak o NY.ISWATIBERLIANTO

NOP - 317201100402302650

Alamat Objek Pajak. - JLH SAIBUN 45 010/04 SUSUKAN
Kelurahan : SUSUKAN

Kecamatan - CIRACAS

Total PBB-P2terutang  © Rp. 92,706,565 (rincian terlampir)
(PBB-P2 terutang belum termasuk sanksiAdministrasi terlambat bayar).

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini dihimbau kepada Saudara agar
segera menyelesaikan pelunasan tunggakan PBB-P2 dalam jangka waktu 7 (tujuh hari)
terhitung sejak diterimanya surat ini untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan
pajak dengan surat paksa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi UPFD Ciracas, JI.
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Lampiran 19

Tampilan aplikasi NIK PKB

4% Home > Pendataan NIK PKE

@& Dashboard

[0 Pemndataan NIK PKB »
& Laporan v
§p Logout

Selamat Datang UPPDPASAR REBO

Diata PKE Diata Kependudukan
NOPOL MO KK Status
Narna PKD Marna DKPS
Alamat Alamat DKFS
NIK (= simpan] (= Tidak Ditemukan| (@ Dacaikan| (2 Reses
Pencarian NIK Berdasar Narma dan Alamat
Filles Marna
Filler Alamat
= Cari MIK|| 2 Reser|
Dats PKB
Shatus Wilayah NOPOL
SILAHICAN PILIH . SILAHICAN PILIH . @ Filer | ||@ sebelumaya | Halaman1 | selanjutrya
Show | 10 = | entries Search:
NOPOL = Marna 5 Alarnat F NIK s s
oot SOCHARTO JL CENDANA NOE JKT Tidisk Ditertukan
a1t KINIA TIARAPUTRI SUGLARTO JLLOMBOOK NO.8 RTA/S GONDANGDIA JP 3171065102890001
0017 DANI MIHARLA CIP BESAR SILATAN RT 12/ JAKTIM Tidisk Diterukan
a1e DRS.H.SUDIRMAN MR JLSUTAN SYAHRIR NGO 104 RT10/2 P 3175070107540002
00Z5 MONICA JLMANGGA BESAR IV K RTHZ JAKDAR Tiedatk Ditermukan
0ar3 DANNY ROOSTOMO TIBCT DARAT VI /24 RT 1244 JAKSEL Tk Ditsrukan
0030 JEHNY RUKD GRAND ANCOL RTE/4 JAKUT Tidisk Ditertukan
0034 CHLAYL DARMADI BUKIT GOLF UTAMA PC-9 RT.OD0V03 5 3174055106300009
e SUSAN HIDE CIPINANG INDAH BLK D/12 RTTA6 T 3175036709340003
0050 INDRA GUNAWAN |LSWAKARSA T PAV RTA/S [TN [T Tidisk Diterukan

Showing 1 to 10 of 500 entries

Previous 1

Pendataan MIK PKB Disdukcapil - DPP Prov DK Jakarta @ 2016
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